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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum
surat pengakuan hutang dalam hal debitur wanprestasi pada perjanjian kredit bank
dihubungkan dengan Putusan Perkara. Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti dan
bagaimana hubungan antara perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang
dihubungkan dengan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum
normatif. Metode hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus
pada analisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang
berlaku.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
berasal dari Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Pti bersumber dari Direktori
Putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek utama penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat pengakuan hutang
memiliki kekuatan hukum hukum yang cukup kuat meskipun dibuat di bawah
tangan, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata, yaitu
adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang
halal. Surat pengakuan hutang memiliki hubungan yang sangat erat dengan
perjanjian kredit dalam dunia perbankan. Dokumen ini menjadi salah satu bukti
tertulis yang sah atas adanya hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan
nasabah sebagai debitur. Surat pengakuan hutang juga memperkuat posisi bank
secara hukum apabila terjadi wanprestasi, karena dapat dijadikan alat bukti dalam
proses penagihan di pengadilan.

Kata Kunci: Surat pengakuan hutang, Perjanjian kredit bank, Wanprestasi.
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ABSTRACT

This research aims to examine the legal strength of a debt acknowledgment letter
in cases where the debtor commits a default in a bank credit agreement, as
connected to Decision No. 57/Pdt.G.S/2022/PN.Pti, and to analyze the
relationship between a credit agreement and a debt acknowledgment letter in
relation to Decision No. 57/Pdt.G.S/2022/PN.Pti.

The method used in this study is the normative legal method. The normative legal
method is a type of legal research that focuses on the analysis of legal rules, legal
principles, and applicable legal doctrines.

The data utilized in this research are secondary data derived from Decision No.
57/Pdt.G.5/2022/PN.Pti, sourced from the Directory of Decisions of the Supreme
Court, which serves as the primary object of this study.

The findings of this research indicate that a debt acknowledgment letter possesses
considerable legal strength even when made under private signature, as long as it
fulfills the validity requirements of an agreement under civil law, namely consent,
capacity of the parties, a clear object, and a lawful cause. The debt
acknowledgment letter has a very close relationship with credit agreements in the
banking sector. This document serves as valid written evidence of the legal
relationship between the bank as creditor and the customer as debtor.
Furthermore, the debt acknowledgment letter strengthens the bank's legal position
in the event of default, as it can serve as admissible evidence in court proceedings
for debt collection.

Keywords: Debt acknowledgement letter, Bank credit agreement, Default
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